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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS Al Hujarat: 13)
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ABSTRAK

Moh Faqih (520164030) Studi Komparatif Tindak pidana Aborsi dalam Persepektif
Hukum Positif dan 4 Imam Madzhab

Kata Kunci: Aborsi, Perbandingan, Ghurrah, Diyat Kamilah

Aborsi adalah gugur atau hilangnya janin yang ada didalam kandungan ibu
baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang dinamakan aborsi
melawan hukum adalah aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja yaitu dengan
memasukkan benda tajam kedalam Rahim atau meminum obat-obatan herbal yang
mengakibatkan gugurnya kandungan. Dalam pemberlakuan hukum yang diatur dalam
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang aborsi sudah sangat jelas
bahwasannya menggugurkan janin dilarang begitupun dalam perspektif hukum islam
mengharamkan untuk menggugurkan janin terkecuali ada alasan medis yang memang
harus dilakukan aborsi. Akan tetapi dalam pendapat Madzhab masih ada Kklasifikasi
diperbolehkannya sebelum peniupan roh dan Para ulama sepakat haram hukumnya
jika menggugurkan janin ketika setelah peniupan roh.

Maka dengan ini penulis mengambil fokus penelitian: 1) Bagaimana Aborsi
dalam Pandangan Hukum Positif. 2) Bagaimana Aborsi dalam Pandangan 4 Imam
Madzhab. 3) Bagaimana perbandingan pemberian hukuman terhadap pelaku aborsi
dalam perspektif Hukum Positif dan 4 Imam Madzhab. Adapun tujuan penelitian: 1)
Untuk Mengetahui Aborsi dalam Pandangan Hukum Positif. 2) Untuk Mengetahui
Aborsi dalam Pandangan 4 Imam Madzhab. 3) Untuk Mengetahui perbandingan
pemberian hukuman terhadap pelaku aborsi dalam perspektif Hukum Positif dan 4
Imam Madzhab.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Metode
Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum
doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.
Dilakukan dengan menekankan dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap
data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat
pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Berdasarkan Hukum Positif Aborsi
merupakan tindakan yang melanggar Hukum dan tidak boleh dilakukan. 2) Dari ke
empat imam Madzhab mengharamkan aborsi setelah peniupan roh atau janin sudah
utuh dan sedangkan sebelum peniupan roh Imam Hanbali Memperbolehkan
dilakukannya aborsi akan tetapi dari 3 Imam melarang meskipun sebelum peniupan
roh. 3) adapun perbandingan Hukum antara hukum positif dengan pendapat Imam
Madzhab Jika dalam perspektif hukum Positif terkait pengguguran kandungan sudah
diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada pasal 346, 347,
348, 349 sedangkan dalam perspektif pendapat imam madzhab yaitu membayar diyat



1/10 dari diyat biasa. Dan apabila janin yang digugurkan dalam keadaan hidup lalu
mati makan diwajibkan membayar diyat Kamilah dan jika janin yang digugurkan
langsung dalam keadaan mati maka hukumannya wajib membayar Ghurrah.



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul DEPAN........ccviieiieiice et nns i
Halaman Sampul Dalam ..........ccceiieiiiieiiccece e ns ii
Halaman PerSELUJUAN.........ccueiueiieiee ettt s ste e sraeste e snaenneenneanes iii
Halaman PENQGESANEAN ............ccviiiiieie et iv
HAlAMAN MOTEO.......uiiiiiieiciee e ettt %
Halaman Persembanan ............cooiiiiiiiiiiiieei e e vi
Halaman Kata PENQantar............cccocueiviiiiieieeie et vii
Halaman ADSTIAK...........ooiiieicie et sre e nnes viii
Halaman Daftar IS .........ccueiieiiiieiie et eeenes Xi
Halama LamMPITAN .......cooiiiiiiiieiee e bbbt
BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............ccooeiiiiniiii e 1

B. FOKUS PENEIITIAN ... 12

C. TUuJuaN Penelitian ........cviiiiiiiiesicseee e 12

D. Manfaat Penelitian..........ccoooviiiiieiiieie et 12

E. Definisi IStIaN ......ccvoiiee e 14

F. Sistematika Pembahasan ...........ccccccviveiiiiinieie e 16
BAB Il KAJIAN KEPUSTAKAAN

A, Penelitian TerdaulU............ccoooveiiiieiieece e 18

Xi



o T N =L T =T SRRSO 23

1. Pengertian Tindak Pidana............ccccoooveiiiieiiiiccc e, 23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana...........ccccooereiniininiiiieeeese e 27
3. Aborsi dalam Pandangan Hukum Positif ............ccccccevviiniiiiicccce, 29
4. Aborsi dalam Pandangan Hukum ISlam ..........ccccocvvveineieiicsecseeienn, 35
5. Aborsi dalam Pandangan Imam Madzhab.............cccccoceeviiiiiiiiciienen, 38

BAB Il METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .......ccceeeeeeeeee oo 45
2. Teknik Pengumpulan Data ...........cccoevevieieiiciicc e 46
3. TekNiK ANAlISTE DAta........cooeeieeeeee e 47

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS
A. Aborsi dalam Perspektif Hukum PoSitif...............ccoooveiiiiiiieecceec e 49
B. Aborsi dalam Perspektif 4 Imam Madzhab............ccccooeoiiiiiiiciicce 55

C. Analisis Komparatif Aborsi Dalam Hukum Positif dan 4 Imam Madzhab .. 65

BAB V KESIMPULAN
AL KESIMPIIAN ... e 72
B SAIaN ..o 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii



A

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan sesamanya didalam
suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan itu ada persamaan dan
perbedaan, dengan berjalannya waktu lama kelamaan menimbulkan kesadaran
pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat membutuhkan aturan-
aturan yang mengatur semua anggota masyarakat tersebut untuk dipatuhi dan
ditaati. Sebagai pedoman atau pegangan yang mengatur tentang hubungan-
hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.*

Dewasa ini, dunia tidak lagi memandang Hak Asasi Manusia sebagai
perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak Asasi
Manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melakukan
dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnis,
warna kulit, jenis kelamin, usia, pekerjaan. Pemahaman yang lebih manusiawi
itulah yang melatarbelakangi konsep modern tentang hak asasi manusia.?

Perlu diketahui berdasarkan undang-undang dasar 1945 dijelaskan
pada pasal 28 A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya setiap manusia terutama

Pustaka,

(Jakarta:

! pujiono, Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat (Yogyakarta: Mitra
2012), 35.

2 Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM Dan Jajaran Hankam / ABRI
Pustaka Sinar Harapan, 1997), 6.



warga Negara Indonesia, sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak
untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.® Tidak ada satu orang pun
yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain
dengan alasan apapun. Apabila ada yang melawan hukum yaitu dengan
merampas nyawa orang lain dengan berbagai alasan maka pelaku akan tetap
harus menanggung hukuman dengan aturan yang telah ditetapkan.

Jadi setiap tindakan maupun perilaku setiap warga Negara Indonesia
ada batasan tersendiri dengan tujuan untuk tidak berperilaku semena-mena
dan menjunjung kesejahteraan. Setiap Hak Asasi manusia di Indonesia
memang diperhitungkan sekali karna selain menjaga jiwa individu atau
kelompok. Tidak hanya itu janin yang ada didalam kandunganpun memiliki
hak untuk hidup.

Melihat realita yang ada pada saat ini, banyak remaja yang
meggugurkan kandungannya. Dengan alasan bayi yang ada didalam
kandungannya tidak dikehendaki sehingga sang ibu menggunakan cara aborsi
untuk menggugurkan bayi tersebut. Tidak hanya itu sebab maraknya aborsi
selain dari kenakalan remaja yang saat ini banyak sekali terjadi disekitar.

Data PKBI pada 2016 menyebut ada 4.857 perempuan hamil tak
diinginkan yang mengakses layanan konseling KTD. Dari total pengakses
layanan konseling KTD, 76,1% adalah yang terikat status pernikahan,

sementara hanya 23,9% pengakses yang tidak atau belum menikah.

¥ Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 100



Mereka mengakses layanan KTD berbasis konseling lantaran telah
cukup punya anak (44,9%), memiliki anak yang masih kecil (12,5%), dan
tidak/belum menikah (11,1%). Sisanya menyangkut alasan kondisi kesehatan
yang tidak memungkinkan (2,2%), korban perkosaan (0,5%), pasangan tidak
mau bertanggungjawab atas kehamilan (2,6%), dan pengakses layanan gagal
KB (0,5%). Data PKBI itu menunjukkan pasangan sudah menikah yang
paling banyak mengakses layanan KTD berbasis konseling. Ini
menjungkirkan asumsi populer masyarakat bahwa yang mengakses layanan
kehamilan tak diinginkan adalah anak muda tanpa ikatan pernikahan.

Kondisi perempuan sulit mengakses layanan KTD umum terjadi di
Indonesia. Perempuan menjadi korban berlapis, penanggung beban utama
dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara, undang-undang di
Indonesia belum berpihak kepada mereka. Pemberian informasi yang
komprehensif terhalang minimnya pendidikan kesehatan seksual dan
reproduksi serta hambatan tabu informasi mengenai seksualitas. Kondisi ini
sempat terjadi pada kasus Gemma, sebagaimana cerita di atas. la akhirnya
melakukan aborsi aman di Thailand karena ada hambatan dalam mengakses
informasi dan layanan di Indonesia, termasuk di antaranya prasyarat yang
menyulitkan pengakses layanan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerbitkan standar
layanan aborsi aman. WHO dan Guttmacher Institute pada 2017 menerbitkan

laporan yang menggambarkan kondisi aborsi di seluruh dunia antara 2010-



2014. Diperkirakan ada 55,7 juta aborsi setiap tahun. Proporsi antara akses
aborsi aman dan tak aman hampir seimbang. Dari jumlah itu, 30,6 juta adalah
praktik aborsi aman, sementara 25,1 juta aborsi masuk indikasi tidak aman
dengan persentase 17,1 juta praktik kurang aman dan 8 juta paling tidak aman.
Dari total jumlah aborsi tak aman itu, 24,3 juta (97%) terjadi di negara
berkembang seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Semakin ketat aturan
aborsi suatu negara, angka aborsi tak aman semakin tinggi.

Secara global, ada sekitar 67,9 ribu perempuan meninggal setiap tahun
karena praktik aborsi tidak aman, mengambil porsi 13 persen angka kematian
ibu di dunia. Selain itu, ada 5,3 juta perempuan menderita cacat sementara
atau permanen akibat aborsi tak aman, suatu kondisi miris yang terjadi juga di
Indonesia. Dari data konseling yang masuk ke PKBI, sekitar 43,7% telah
melakukan upaya penghentian kehamilan dengan cara yang berisiko sebelum
mengakses layanan konseling PKBI; meminum obat-obatan atau jamu
(39,1%), tindakan dari staf medis (3,1%), datang ke dukun pijat (0,2%), dan
tindakan lain seperti meloncat-loncat dan minuman alkohol (1,4%). Kondisi
tersebut menggambarkan sangat penting informasi dan penanganan serius
pemerintah dalam upaya mengurangi risiko kematian ibu akibat penghentian

kehamilan yang berisiko.*

4 Http://Www.Google.Com/Amp/S/Amp.Tirto.ld/Sangat-Penting-Mendapatkan-Layanan-

Aborsi-Aman-Dhmt (Diakses Pada Tanggal 17 April 2020)



http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT
http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin
ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi
kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia
merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi
kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya berbicara tentang
kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang
ada didalam kandungan wanita.

Penggugguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbicangan, baik
dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran,
hukum maupun disiplin ilmu lainnya.” Aborsi merupakan fenomena sosial
yang semakin hari semakin memperihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa
alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak
menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat
luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum
suatu kehidupan bangsa. Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki
sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau
herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional
lainnya.

Pada zaman saat ini dalam pengguguran kandungan bisa
memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi teknologi tinggi dalam

melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pa ndangan mengenai

> Achadiat Charisdiono, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran (Jakarta: EGC, 2007), 12



aborsi secara substansial berbeda di seluruh Negara. Di banyak Negara
didunia, isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik
atas atas kontroversi etika dan hukum.

Menurut Subekti, bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan,
norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial.’
Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai
pedoman bertingkah laku individu dalam kehidupan sosial. Yang perlu
diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu dalam kaitannya dengan
kehidupan sosial yang memiliki norma sosial. Masalah pengguguran
kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-
nilai serta norma-norma agama Yyang berkembang dalam masyarakat
Indonesia, terkait dengan hukum positif di Indonesia pengaturan masalah
pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan
350 KUHP.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348
KUHP tersebut abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai
berikut:”

1. Menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht).

2. Membunuh kandungan (de dood van vrucht veroorzaken).

® Abdul Djamil, Psikologi Dalam Hukum (Jakarta: Armico, 1984), 118.
" Musa Perdana Kusuma, Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981),192.



Yang menjadi kekurangan Undang-undang tidak memberikan
penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan
membunuh kandungan, demikian pula mengenai pengertian dari kandungan
itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau
menyebabkan gugur, dimana sama artinya dengan jatuh atau lepas. Jadi
menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau
menyebabkan menjadi gugur. Sedangkan membunuh sama dengan
menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa.

Jadi, membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi
mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pengguguran kandungan
yaitu lepasnya kandungan dari Rahim dan keluarga kandungan tersebut dari
tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan
perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan. Dari segi
hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih banyak perdebatan dan
pertentangan dari pihak pro dan kontra soal pandangan atau pemahaman
mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik undang-undang
kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), undang-undang Hak Asasi Manusia dan penerapan hukum
pidana islam.

Yang menjadi perdebatan juga terkait umur bayi yang ada didalam
kandungan Rahim ibu. Sudah dikatakan menjadi anak sampai umur berapa

bulan. kehamilan merupakan satu periode seorang wanita membawa embrio



didalam rahimnya, kehamilan wanita terjadi selama 40 minggu mulai
menstruasi terakhir dan kelahiran 38 minggu dari pembuahan.®

Dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 undang-undang No 23 tahun 1999

tentang kesehatan yang berbunyi:

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa
ibu hamil dan atau janinnya. Dapat dilakukan tindakan medis
tertentu.

2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan:

a. Berdasarkan indikasi medis yag mengharuskan diambilnya
tindakan tersebut.

b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung
jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami
atau keluarganya.

d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Aborsi dapat dilakukan dengan alasan upaya untuk menyelamatkan

jiwa ibu. Pasal ini jelas menganut prinsip subsidiariteit dalam hukum. Dalam

hal berhadapan dua kepentingan hukum yang harus diberikan perlindungan

® Heri Zan Pieter, Namora Lumongga, Pengantar Psikologi Untuk Kepribadian (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group 2013), 224.



mustahil kedua-duanya maka harus diambil pilihan perbuatan pada

kepentingan hukum yang paling besar in casu pada kepentiangan kehidupan

ibu dari pada kepentingan yang lebih kecil in casu kehidupan janin atau
kandungannya. Salah satu keadaan darurat yang sudah dijelaskan dalam pasal

15 secara tegas dalam keadaaan darurat.

Menurut doktrin hukum (pidana) ada tiga macam keadaan darurat
adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua atau lebih kepentingan huku yang saling berhadapan. Oleh
karena sifat dan keadaannya maka tidak mungkin menegakka semua
kepentingan hukum tersebut, melaikan memilih salah satu.

2. Adanya dua atau lebih kewajiban hukum yang saling berhadapan karena
sifatnya tidak mungkin menegakkan kedua-duanya

3. Adanya kepentingan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum.
Oleh karena sifatnya tidak mungkin melindungi kepentingan hukum yang
sekaligus memenuhi kewajiban hukum.®

Dalam menghadapi ketiga situasi tersebut, hukum jika membenarkan
jika memilih menegakkan slah satu kepentingan hukum atau melindungi salah
satu kepentingan hukum. Akan tetapi, harus pada pilihan kepentingan hukum
yang lebih besar. Jika dilihat dari seudut kepentingan hukum bagi keselamatan

ibu dan kehidupan janin uang saling berhadapan tapi tidak mungkin untuk

® Adami Chazawi, Malpraktek Kedokteran (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 171-172.



menyelamatkan kedua-duanya. Maka kepentingan hukum bagi keselamatan
ibulah yang harus diutamakan.

Dalam otoritas hukum itulah, proses penegakan hukum (peradilan)
dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan sejalan dengan deklarasi
HAM pada pasal 10. “setiap orang berhak atas kesamaan yang penuh untuk
diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu peradilan yang bebasdan
tidak memihak”. Fondasi prosedur bagi penegak hukum yang adil merupakan
hak yang mendasar dan yang terpenting dalam kehidupan masyarakat bahkan
dan sudah digariskan jauh sebelum deklarati HAM.™ Jadi dalam suatu
penerapan suatu hukum pelaku atau tersangka dalam suatu peradilan
dipandang sama.

Islam menyatakan bahwa kehidupan janin adalah kehidupan yang
harus dihormati. Oleh sebab itu menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan
pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, dalam hal ini adalah
melakukan aborsi, apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau
dikuatkan oleh tim medis.

Dalam studi hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi
di dalam empat figih mazhab. Imam Hanafi misalnya yang menjadi madzhab
yang paling fleksibel memandang bahwa, sebelum empat bulan masa
kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan perempuan

yang sedang mengandung Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya

1% Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Erlangga, 2014), 45.
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pembuahan Mazhab Syafi‘i memandang bahwa apabila setelah terjadi vertilasi
zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai
kejahatan sedangkan Mazhab Hambali menegaskan dengan keras bahwa
aborsi adalah dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan keguguran
sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.

Dalam pandangan hukum pidana islam aborsi dan juga fukaha ada
yang memperbolehkan aborsi da nada juga yang tidak memperbolehkan.
Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syafi’i, melakukan
aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena
diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka
sanksinya adalah ghurrah, ** yakni diyat yang harus dipenuhi oleh orang yang
melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau
perempuan kepada keluarga janin atau membayar kafarat senilai dengan
seperdua puluh diyat biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran
sebelum 120 hari hukumnya boleh berdasarkan beberapa pendapat ulama.

Dalam penetapan suatu hukum atau sanksi bagi pelaku harus
mengedepankan aspek keadilan. Jadi tujuan penulis mengangkat judul STUDI
KOMPARATIF TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF 4 IMAM MADZHAB agar dari pembaca lebih

mengetahui bagaimana pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku

11 gyihabuddin Al-Ramli, Nihayat Al-Mukhtaj, Syarh Alminhaj Fi Al-Figh’ Al Madzhab Al-
Lmam Syafi’i, Jilid VII, (Alhalabi, 1357 H), 416.
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aborsi yang dilihat dari dua aspek hukum darui hukum positif dan juga hukum
pidana islam.
. Fokus Kajian
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambi
pokok permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana Aborsi dalam pandangan Hukum Positif?
2. Bagaimana Aborsi dalam Pandangan 4 Imam Madzhab?
3. Bagaimana perbandingan pemberian hukuman terhadap Pelaku Aborsi
dalam perspektif Hukum Positif 4 Imam Madzhab?
. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan yang ingin dicapai penelitian antara lain sebagai
berikut:
1. Untuk Mengetahui pandangan Aborsi dalam Hukum Positif
2. Untuk Mengetahui pandangan 4 Imam Madzhab
3. Untuk Mengetahui perbandingan pemberian hukuman terhadap Pelaku
Aborsi dalam perspektif Hukum Positif dan 4 Imam Madzhab?
. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan untuk pemberikan pemahan kepada
masyarakat maupun penulis. Sehingga peneliti memiliki beberapa manfaat

baik manfaat secara praktis maupun teoritis:
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1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah kualitas
intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum Indonesia serta moralitas sosial dalam
menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran
atau wawasan terkait pandangan aborsi dan juga penghukuman dalam
perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses
penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah
Peneliti ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil
kebijakan terutama dalam penyususan Undang-undang terutama dalam
konteks Aborsi yang sekarang marak dikalangan pemuda.

b. Bagi Masyarakat
Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat
menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat
yang sadar hukum, taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai
suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan kontrol sosial yang

mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting
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karena dengan terjaminnya masa depan anak sama hal nya dengan
terjaminnya masa depan sebuah Bangsa dan Negara.

c. Bagi IAIN Jember
Penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta
memberikan problem solving yang lebih komprehensif.

d. Bagi Lembaga Hukum
Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta
terkait permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian dapat
dicarikan suatu solusi sebagai pemecahan permasalahan yang ada
untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar
mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

e. Bagi Peneliti
Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan
intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa
dan bernegara.

E. Definisi istilah
1. Komparatif adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu
hukum. Dan ini bukan ilmu hukum melainkan hanya suatu metode studi

untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja dengan perbandingan®?

2 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Prasada,
2006), 4.
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2. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi spontan akibat kelainan
fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin
disengaja melalu campur tangan manusia. Dalam hal ini pengguguran
kandungan bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatantertentu
dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan
tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan baik
mengosongkan isi Rahim melalui penyedotan atau dengan melebarkan
leher Rahim dan mengerutkan isinya. Tetapi bila kehamilan telah berada
dalam tahap lanjut, maka menggunakan metode lain. Seperti minum cairan
amniotic yang membalut janin.*®

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi,
atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu peristiwa
atau kejadian.'*

4. Hukum Positif adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam

dengan hukuman berupa siksaan badan.*

3 Abul Fadl Ohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan (Kuala
Lumpur: Mizan 1997), 125-126.

!4 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

1> samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana (Bandung: CV Armico, 1985), 1.
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F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat
dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika
yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak
awal yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok
masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, manfaat penelitian,
definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini menbandingkan penelitian terdahulu tentang
tindak pidana Aborsi dalam perspektif Hukum pidana islam dan hukum positif
dari beberapa peneliti yang terdahulu. Selanjutnya berisi tentang kajian teori
yang meliputi Pembahasan ini berisi tentang pengertian, macam-macam dan
tindak pidana aborsi.

Bab ketiga, bab ini merupakan penjabaran mengenai tindak pidana
Aborsi menurut hukum pidana Islam, serta beberapa macam bentuk Aborsi
dan sanksi-sanksinya berdasarkan hukum pidana islam dan hukum positif

Bab Empat, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada
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bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum

baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.*®

18 pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 56-57.
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BAB 11

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian
terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang
kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan
dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep
terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta
perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi.

Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh
mana orsinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk
penelitian terdahulu disini penulis menggunakan tiga jenis penelitian
terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk
kemudian agar bisa membandingkan skripsi yang terdahulu dengan
yang terbaru. Adapun penulis menggunakan perbandingan tiga skripsi

yang berbentuk table dibawah ini:

NO 1 2 3
Judul Pertanggungjawaban Abortus Provocatus | Analisis Komparatif
Penelitian Pidana Pelaku Tindak Perspektif liukum Pengaturan Tindak
Pidana Aborsi (Analisis Positif Dan Hukum Pidana Aborsi
Putusan Nomor Pidana Islam Suatu Dalam Hukum
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122/Pid.B/2014/Pn.Tmg).

Kajian Kriminologis
Yuridis Dan Klinis
(Tela'ah Passl 338

Kuhp) dengan

Pidana Positif Dan

Hukum Pidana

Islam

Nama Aulia Nur Trissafitri Jamaludin Yosela Etikayani
Pengarang Nalamba
Tahun 2018 2010 2017
Terbit
Metode yuridis empiris kualitatif atau Kualitatif
Penelitian penelitian yang

berorientasi pada

perpustakaan

Rumusan 1). Bagaimana Penerapan | 1.) Faktor-Faktor Yang | 1). Bagaimanakah
Masalah Hukum Pidana Materiil Melatarbelakangi perbandingan

terhadap Palaku Tindak
Pidana aborsi
2). Bagaimana

Pertanggungjawaban

Terjadinya Abortus
Provocatus.
2). Pengkategorian

Abortus Provocatus

pengaturan tindak
pidana aborsi dalam
hukum pidana

positif Indonesia dan
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Pidana Pelaku Tindak

Pidana Aborsi.!’

Terhadap Janin.

3). Sikap Hukum
positif dan Hukum
Pidana Islam Terhadap
Pelaku Abortus

Provocatus.®

hukum pidana Islam
2). Bagaimanakah
penerapan sanksi
terhadap tindak
pidana aborsi dalam
hukum pidana
positif Indonesia dan
hukum pidana

Islam.*®

Persamaan
dan

perbedaan

Adapun persamaan
antara peneliti dengan
penelitian terdahalu yaitu
terletak pada cara
penghukuman yang
menggunakan hukum

positif. Dengan

Adapun persamaan
antara penulis dengan
penelitian terdahulu
dalam menjelaskan
aborsi baik dari faktor
yang mempengaruhi

terjadinya aborsi dan

Adapun persamaan
antara penulis
dengan peneliti
terdahulu yaitu
terletak pada cara
pemberian

penghukuman

Y Aulia Nur Trissafitri, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi
(Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta,

2018)

18 Jamaludin, “Abortus Provocatus Perspektif liukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Suatu

Kajian Kriminologis Yuridis Dan Klinis (Tela'ah Passl 338 Kuhp)”, (Skripsi, Universitas Islam Negri
Alauddin, Makassar, 2010)
9 Yosela Etikayani Nalamba, “dnalisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi, Universitas Lampung,

Bandarlampung, 2017)
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dan keterangan saksi-

sehingga hakim dalam

memutuskan perkara.

terdahulu yaitu terletak
pada perspektif
penghukuman dari
penjelasan penelitian
terdahulu hanya
menjelaskan dari hukum
positifnya saja akan
tetapi dari penulis sendiri
akan menyajikan
penghukuman dua
perspektif yaitu hukum
positif dan hukum pidana

islam.

berdasarkan bukti-bukti

saksi dalam persidangan

Adapun perbedaan antara

peneliti dengan penelitian

juga dalam penetapan
pemberian hukuman
bagi pelaku

menggunakan dua
perspektif hukum yaitu

hukum positif dan

hukum pidana islam.
perspektif.

Namun ada perbedaan
antara penulis dengan
peneliti terdahulu yaitu
terletak pada penetapan
pasal yang digunakan.
penulis yaitu pasal 346
tentang pengguran
janin, akan tetapi jika
dibandingkan dengan
peneliti terdahulu
dalam menganalisis
pengenaan pasalnya

lebih ke pasal 338

terhadap pelaku
aborsi yang
menggunakan dua
perspektif. Sehingga
timbul kesamaan
dalam penetapan
hukumnya. Jika
dilihat dari
perbedaan antara
penulis dengan
peneliti terdahulu
terletak pada metode
penelitian yang
menggunakan dua
cara yaitu studi
pustaka dan studi

lapangan.
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tentang pembunuhan.

terkait

Kesimpulan

terkait pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan
hukuman bagi pelaku
aborsi terlalu ringan yaitu
dikenakan penjara 8
bulan. Dengan dijatuhkan
hukuman 8 bulan itu
peneliti terdahulu
beranggapan

bahwasannya hukuman
tersebut terlalu ringan.
Karna tidak sesuai dengan
perlakuan yang dilakukan
oleeh pelaku. Mengingat
janin atau bayi yang ada
dikandungan ketika sudah
lahir merupakan generasi

penerus bangsa.

Menurut Hukum Islam

Dikatakan janin jika
sudah melewati
beberapa tahap yaitu,
tatrap nutfah (hasil
pembuahan) selama
140 hari, tahap alagah
(segumpal darah)
selama 140 hari,
dan tahap mudgah
(calon bayi) selama 140
hari, keseluruhan
menjadi 120.
MenurutPakarHukum
Janin yang masuk
kategori abortus adalah
menghentikan
kehamilan
dibawah usia 20

minggu

penghukuman bagi

pelaku aborsi yang

pada undang-undang

merujuk pada
KUHP pasal 346

dan juga merujuk

kesehatan No 36
tahun 2009 ketika
melihat dari
perspektif hukum
pidana islam pelaku
dikenakan hukum
hudud yaitu di had.
Akan tetapi bisa
membayar gurrah
senilai 212,5 gram

emas
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B. Kajian Teori
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana belanda yaitu strafbaar Feit. Walaupun istilah ini
terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

yang dimaksud dengan Strafbaar Feit itu. Oleh karena itu, para

ahli hukum berusaha unruk memberikan arti dan isi dari istilah itu
sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.*°

Istilah yang pernah digunakan, baik perundang-undangan yang
ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemah dari istilah
strafbaar feit adalah sebagai berikut.

a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam
perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana,
seperti dalam UU No 6 tahun 1982 tentang hak cipta, diganti
dengan UU No 19 tahun 2002

b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum,
misalnya R. Tresna dalam buku asas-asas hukum pidana,

hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau

%% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), 67-68.
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hukum pidana. Pembentukan undanga-undang dasar sementara

tahun 1950.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit.

Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemah dari strafbaar
feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara
itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut” istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan
sebagai berikut.*

a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan
manusia Yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan
oleh kelakuan orang) artinya larangan itu ditunjukkan pada
perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditunjukkan
pada orangnya.

b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan

ancaman pidana (yang ditunjukkan pada perbuatan), ada

2 pid., 71
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hubungan yang erat. Oleh karena itu perbuatan yang berupa
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar
larangan. Dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada
hubungan erat pula.

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu
pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret
yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua
adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian
itu.??

Menurut Amir llyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

b. Memiliki sifat melawan hukum.

c. Tidak ada alasan pembenar.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan

(handeling) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan

pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.?*Tindak pidana

%2 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), 54

2 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset
Yogyakarta, 2012) HIm.28

2| Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010) HIm. 34
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menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik
jasmani seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat,akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia melakukan
tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak
berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal
164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang
untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan
timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat
dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah
tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih
condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah
dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto
diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang
sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga
istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang
dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak
pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan

diancam dengan pidana,dimana pengertian perbuatan di sini selain
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perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).?®
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak
pidana,yaitu:
a. Unsur objektif
Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-
keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan
terdiri dari :
1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas dari si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan
terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab
dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012,),HIm.49
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Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,

atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di

dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam

hatinya.Unsur ini terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam
Pasal 53 ayat(1) KUHP.

Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana,dan
sebagainya.

Merencanakan terlebih dahulu,seperti tercantum dalam

Pasal 340 KUHP,yaitu pembunuhan yang direncanakan
terlebih dahulu.

Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
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3. Aborsi Dalam Perspektif Hukum positif
1. Pengertian Abortus

Dalam Bahasa inggris Abortus Disebut abortion,
berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau
keguguran. Dalam Ensiklopedia indinesia, dijelaskan bahwa
sebelum masa gestasi 28 minggu atau janin mencapai beras
seribu gram. Menurut Sardikin Ginaputran abortus ialah
pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat
hidup diluar kandungan.

Sedangkan menurut Maryono Reksodipuro Abortus
ialah pengeluaran hasil konsepsi dari Rahim sebelum waktunya
(sebelum dapat lahir secara alamiah). Dari beberapa pengertian
diatas dapat dikatakan bahwa abortus adalah suatu perbuatan
untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin
dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

Untuk terjadinya abortus setidaknya ada tiga unsur
yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan
antara sperma dan ovum dalam Rahim.
b. Pengguguran terjadi karena sendirinya, tapi lebih sering

disebabkan perbuatan manusia.

29



c. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum

masa kelahiran tiba.
2. Pembagian Abortus

Abortus ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Abortus spontan (spontaneous abortus) ialah abortus yang
tidak disengaja.?® Abortus spontan bisa terjadi karena
penyakit sifilis, kecelakaan dan lain sebagainya.

b. Abortus yang disegaja (abortus provocatus/ induced pro
abortion) abortus ini terjadi karena dua macam vyaitu
sebagai berikut:

1) Abortus artuficialis therapicus ialah abortus yang
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.
Misalnya  jika  kehamilan  diteruskan  bisa
membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya
penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang
berat dan penyakit ginjal yang berat.

2) Abortus Provocatus criminalis ialah dilakukan tanpa
dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan

untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar

?® Cecep Wibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 168
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3.

perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang

tidak dikehendaki.”’
Sanksi pemberian Hukuman menurut Hukum Positif

Dari tindak pidana aborsi atau menggugurkan
kandungan telah diatur dalam hukum positif yaitu KUHP
pasal 346, 347, 348,349,350 yang berbunyi

Pasal 346
Sorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 347
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan serang wanita tanpa persetujuannya,
diancam dengan pida penjara paling lam dua belas tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kemmatian wanita
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun
Pasal 348
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu
melakukan kejahatan berdasarkan 346 ataupun melakukan
atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang
ditentyukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan
sepertiga dan dapat dicabut hak menjalankan pencarian
dalam mana kejahatan dilakukan.

2" |pid., 153-155
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Pasal 350
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan
rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal
344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak passal
35 No 1-5%®
3. Teori yang digunakan
Teori yang digunakaan oleh penulis ada dua teori yaitu
teori perbandingan dan teori pemidanan karna dalam penulisan
skripsi melibatkan dua hukum antara hukum pidana positif dan
hukum pidana islam. Adapun yang dimaksud dari teori
perbandingan antara lain sebagai berikut:
a. Teori Perbandingan
Teori ini merupakan perbandingan sistem hukum yang
satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud
dalam perbandingan ini adalah mensinyalir perbedaan-
perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi
penjelasan dan meneliti bagaimana penerapan hukum
pidana positif dan hukum pidana Islam dalam kasus Aborsi

dan bagaimana penjatuhan hukuman kepada pelaku

berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.”

%8 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, (Efata Publishing, 2016), 273-274.

 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1988), 54.
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b. Teori Pemidanaan
Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak
literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/
strafrecht-theorien)  berhubungan langsung dengan
pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan
menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam
menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada
berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga
golongan besar, yaitu:
1) Teori Absolut
Dasar oijakan dari teori ini ialah pembalasan. Dasar
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana
itu pada pelaku.Negara berhak menjatuhkan pidana
karena pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana
pada hak dan kepentingan hukum (Pribadi,
Masyarakat atau negara) yang telah dilindungi
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan bepokok pangkal pada
dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata
tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana

adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan
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3)

tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat

untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan

tujuan agar tata tertib masyarakat bisa terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka

pidana mempunyai tiga sifat, yaitu:

a) Bersifat menakut nakuti (afchrikking)

b) Bersifat memperbaiki (verbetering/ reclasering)

c) Bersifat membinasakan (onschdelijk maken)

Teori Gabungan

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada
asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib
masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi
dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat
dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai
berikut:

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan,
tetapi pembalsan tidak boleh melampaui batas dari
apa yang perlu dan cukup untuk dapat
dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan
perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
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4.

lebih berat dari apa yang dilakukan oleh pelaku
atau terpidana.®
Aborsi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara
spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis
internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.*
Menggugurkan kandungan yang dalam bahasa arabnya ljhaadh,
merupakan bentuk masdar dari ajhadha yang artinya wanita yang
melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna
penciptaannya.

Secara bahasa bisa dikatakan lahirnya janin karena dipaksa
atau karena lahir atas dengan sendirinya. Sedangkan makna
menggugurkannya kandungan menurut fugaha tidak keluar jauh
dari makna lughawiyahnya, tetapi kebanyakan mengungkapkan
masalah ini dibeberapa tempat dengan istilah arab Isgath
(menjatuhkan) Tharh (membuang) ilga’ (melempar) imlaash
(melahirkan dalam keadaan mati).

Dalam pembahasan ini, pengertian pengguguran kandungan
dibatasi pada lahirnya janin atau umur janin karena dipaksa oleh

ibunya atau dipaksa oleh orang lain atas permintaan dan kerelaan.

166.

%0 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2015), 156-

% 1bid.,125
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Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini tidak ada nash
secara langsung menyebutkannya, baik alqur’an maupun hadits.
Sedangankan yang dijelaskan dalam kitab Allah Azza Wa Jalla
adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela
perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang
abadi dineraka jahannam.

Seperti juga dijelaskan di dalam Al Qur’an tentang tahap-tahap
penciptaan manusia, bahwa masuknya roh adalah dasar
penciptaannya.dengan masuknya roh ke dalam jasad, maka
terjadilah kehidupan manusiawi dan dengan keluarnya roh
darinya, maka habislah kehidupan manusia di dunia.

Begitu juga di dalam Hadits-hadits Rasulullah SWT, dijelaskan
tentang tahap-tahap penciptaan manusia dalam perut ibunya dan
membatasi masa masing-masing tahapan tersebut. Serta sewaktu-
waktu peniupan roh didalam jasad manusia. di dalam sebuah
hadits yang dianggap paling benar, baik dari segi matan maupun
sanadnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim dari Ibnu Mas’ud. Raulullah SWT Bersabda:
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Kejadian seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama
empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari hari kedua,
terbentuklah segupal darah beku, mana kala genap empat puluh
hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah
SWT mengutus malaikat untuk meniupkan roh serta
memerintahkan supaya menulis empat perkara yaitu ditentukan
rezeki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat
kecelakaan atau kebahagiaan.*

Ada pula beberapa hadits yang menjelaskan tentang denda
harus dibayarkan karena mggugurkan janin, denda itu Rasulullah
SWT disebut dengan Ghurrah (Budak). Dalam penghukuman

pelaku aborsi masih dalam polemik karna tidak ada ayat yang

%2 Muhammad Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran (Jakarta: Darus-Salam, 2003), 193-195.
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mengatur secara langsung terkait aborsi, akan tetapi para fugaha
beijtihad untuk membuat hukum yang akan mengatur tentang
aborsi dengan mengaitkan nash-nash dan syariat Islam.
5. Aborsi menurut Pandangan Imam Madzhab
Dalam mengemukakan pendapat para fugaha menukil beberapa
alasan tersebut, adanya perbedaan pendapat didalam satu madzhab
karena menisbatkan pendapat kepada suatu madzhab tertentu tidak
mendetail dengan menukil beberapa pendapat fugaha dari dalam
satu madzhab. Para fugaha islam telah sepakat dalam menetapkan
hukum menggugurkan kandungan setelah peniupan roh . adapun
sebagian besar perbedaan di antara mereka adalah mengenai
pengguguran janis sebelum peniupan roh.
a. Hukum Pengguguran Janin Setelah Peniupan Roh
Para Fugaha sepakat atas haramnya pengguguran janin
setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya.
Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya, seperti
yang diberitakan Rasulullah SWT didalam hadis yang
disebutkan diatas. Seorang janin, jika ditiupkan roh kepadanya
akan menjadi manusia tidak boleh dibunuh karena tidak ada
sebab syar’i. padahal tidak ada satu pun sebab-sebab syar’i

yang membolehkann penggugurann janin pada fase itu.
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Makna zhahir dari pendapat para fugaha menunjukkan
bahwa mereka mengharamkan pengguguran kandungan
setelah peniupan roh, apabila keberadaan janin membahayakan
ibunya. Bahkan sebagian mereka mengatakan secara terus
terang seperti Ibnu Najib Al-Hanafi mengatakan, “seorang
wanita hamil yang terancam bahaya karena anak yang ada di
dalam perutnya, anaknya tidak boleh digugurkan, tetapi jika
anaknya sudah mati di dalam perut tidak apa-apa digugurkan.
Dan apabila janin masih hidup, tidak diperbolehkan karena
menghidupkan seorang jiwa dengan membunuh jiwa lain tidak
diperkenankan di dalam syariat ”,*®

Ibnu Abidin Juka memberikan pendapat “tidak boleh
digugurkan, karena kematian ibunya masih diragukan, maka
tidak boleh membunuh manusia yang hidup karena perkara
yang meragukan. Belum menemukan teks-teks figih yang
berbeda pendapat dengan masalah ini, karna hukum dasarnya
adalah bahwa membunuh jiwa diharamkan dalam syariat
tidak diperbolehkan hukumnya dengan alasan apapun. Allah

SWT Berfirman:

% Ipid., 195-198

39



1 = ¢ 3 g 2 L0, -~

Ggllas 48 225 & 5L ) ws sz‘ VS NEFERNG
g &= s

o8 &) o Jzd 3 a 356 Gl 2y Glas 345

yais
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(Membunuhnya), melainkan dengan (alasan) yang benar dan
barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah
memberi kekuasaan kepada walinya tetapi janganlah walinya

itu melampaui batas dalam pembunuhan sesungguhnya dia

adalah orang yang mendapatkan pertolongan (Al Isra’; 33)
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Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada
mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh
mereka adalah suatu dosa yang besar. (Surah Al Isra’: 31)%
Jadi tidak bolen membunuh jiwa yang suci untuk
menyelamatkan jiwa orang lain, dan tidak halal bagi orang
yang tidak mau mati lalu membunuh orang lain, walaupun
dalam keadaan terpaksa. Para fugaha tidak berselisih pendapat

tentang masalah ini. Dan menurut jumhur ulama bahwa

% Al Qur’an, 17: 33

% bid., 17: 31
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membunuh karena terpaksa harus dihukum Qishash. Dari
pendapat Fugaha dalam masalah pengguguran janin dapat
disimpulkan bahwasannya pengguguran janin di saat roh
sudah ditiupkan kejanin tidak diperbolehkan.

Pertama tidak diwajibkan Qishash bagi ibu apabila
membunuh janin, walaupun disengaja dan direncanakan.
Diantara alasan Fugaha kemukakan untuk menetapkan hukum
ini adalah karena asal telah dijadikan oleh Allah sebagai
sebab untuk mewujudkan cabang. Maka tidak layak jika
cabang menjadi sebab kematian asalnya.

Kedua sebagian besar fugaha sepakat bahwa pembunuh
janin tidak digishash walaupun disengaja, walaupun janinnya
lahir dalam keadaan mati, dan walaupun pekerjaan itu haram
hukumnya. Dari pendapat kedua fugaha dapat disimpulkan
bahwa kehormatan ibu lebih tinggi dari pada kehormatan
janin jika keduanya bertemu. Maka tidak ada jalan lain
kecuali mengorbankan salah satu jiwa untuk menyelamatkan

jiwa yang lain.

. Hukuman Pengguguran Janin Sebelum Peniupan Roh

Beberapa Madzhab Figih berbeda pendapat tentang
hukum menggurkan janin yang usianya belum sampai empat

bulan atau belum ditiupkan roh kepadanya. Banyak sekali
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perbedaan pendapat diantara madzhab-madzhab, bahkan
dalam satu ulama dalam satu madzhab pun juga berselisih
pendapat. Dari ke empat madzhab mengemukakan pendapat
terkait penghukuman pengguguran janin antara lain sebagai
berikut:
1) Madzhab Hanafi
Para Fugaha dari madzhab Hanafi memperbolehkan
pengguguran kandungan atau janin sebelum peniupan roh
asalkan mendapatkan izin dari kedua orang tua dan yang
bersangkutan. Ibnu Al Hammam berkata, “bolehkah
menggugurkan janin setelah kehamilan. Diperbolehkan
sebelum terbentuk apapun pada janin”.*
2) Madzhab Maliki
Para ulama madzhab maliki secara mutlak melarang
aborsi. Seperti yang lain-lain mereka ini juga berpendapat
janin bukanlah manusia sebelum ditiupkan ruh kepadanya.

Kendati begitu Karen asperma sekali dituangkan dan

terwadahi, ditumbuhkan dan ditentukan untuk kemudian

% Muhammad Bin ‘Arafah Al-Dasuqi, Hasiyyah Al-Dasuki Ala Al-Syarah Al-Kabir, Juz I,
(Bayrut: Dar Al-Fikr, T.T.), H. 266-267.
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mendapatkan ruhnya, maka janin harus dilindungi

sepenuhnya.’’

3) Madzhab Syafi’i
Pendapat yang dikemukakan bahwa dalam pengguguran
janin atau kandungan sebelum ditiupkannya roh kepada
janin diperbolehkan.
4) Madzhab Hambali
Secara umun pendapat secara umum dalam madzhab
memperbolehkan menggugurkan kandungan pada fase
perkembangan pertama sejak terbentuknya janin.*®
Jika air mani telah tinggal dalam Rahim, maka tidak
halal untuk menggugurkan janin yang telah berumur 120 hari.
Sebab pada saat itu dipandang sebagai merusak jiwa yang
dapat dikenai hukuman di dunia dan di akhirat. Adapun
menggugurkan janin atau merusak benih sebelum masa
tersebut ini lewat, dibolehkan jika ada alasan-alasan yang sah
untuk itu. Jika tidak ada alasan-alasan yang benar maka

hukumannya makruh.

3 Ahsin W Al-Hafidz, Fikihkesehatan (Jakarta: Amzah, 2007), 162
% Ibid., 197-209.
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Pengarang sulubus salam berkata: ‘“mengobati
perempuan dengan menggugurkan kandungannya sebelum
ditiupkan roh, ada yang memperboleh dan tidak, Seperti hal
dengan ‘4zl. yang membolehkan alasan ialah sebagai
pengobatan. Sedangkan yang melarang alasannya karena ‘Azl
sendiri dilarang, maka lebih-lebih pengguguran. Dan
dipandang sama dengan hukum ini segala yang dilakukan
perempuan untuk dapat menggugurkan kehamilan”.

Imam Ghazali berpendapat: “pengguguran terhadap
janin yang telah wujud adalah satu tindakan kriminil”. Kata
beliau selanjutnya bahwa kehamilan itu punya beberapa
tingkat. Apabila mani dalam kanduungan dan tercampur
dengan air perempuan, disini ia telah siap menerima hidup.
Merusak proses ini adalah perbuatan kriminil. Dan jika
kandungan sudah burupa segumpal darah dan segumpal
daging, merusaknya adalah kriminil yang lebih keji. Dan jika
telah ditiupkan roh serta sempurna kejadiannya, maka
merusaknya berarti perbuatan kriminil yang besar lagi

kejahatannya.*

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 7 (Bandun G: PT Al Ma’ruf, 1987), 112-113.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan
konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.
Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangklan konsisten berarti tidak
ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan
metode dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya dan
mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut. untuk
kemudian mengusahan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan
yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.*’

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode
Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif
atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang
mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan
dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data
sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi,

buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

“0 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 32
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pemerintah.** Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah

yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di

Indonesia.*?

2. Teknik pengumpulan Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer

dan skunder. Data primer yaitu data yang diambil dalam sumber pokok

seperti:

b.

Al-Qur’an

AL-Hadits

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),

Kitab-Kitab Figih Imam Madzhab Al-Hambal, Al Maliki dan Al

Ramli.

Adapun Bahan Baku sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan

skripsi yaitu buku-buku, Jurnal dan data-data yang relevan dengan

masalah yang penulis bahas dalam Skripsi ini.**Mengenai teknik

o Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan
kedelapan, (Jakarta. Sinar Grafika, 2004), 24
2 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 72

* Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), 167
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pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan bahan
dokumen yang tertulis dalam bentuk barang-barang yang tertulis.**

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan
terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya
dengan materi yang dibahas.*> Menurut Suharsimi Arikunt dokumentasi
berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam
melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.
Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang
bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya
seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum
(rechtvinding), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan
harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam
penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan
jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Al Qur’an,
Hadits, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal. Berbagai data yang
sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di

atas.*

* Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media,
2005), 310.

** Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Pers,
1986), 66

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rineka
Cipta, 1991), 131
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3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dalam bentuk perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis
membandingkan antara tindak pidana Aborsi dalam hukum pidana Islam
dengan hukum positif.

Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan data dalam rangka
menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data
dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa
kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.*’

Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam
langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan
kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.*®

*" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), 236
8 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Rosyda Karya, 1991), 4
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif

1.

Aborsi dari sudut pandang kedokteran

Abortus Provocatus atau Induced Abortion adalah segala upaya yang
dilakukan secara sengaja dengan tujuan tunggal yaitu dihentikannya
kehamilan. Abortus Provocatus Medicinalis adalah upaya penghentian
kehamilan yang dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan terlatih
lainnya dengan tujuan pokok untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Disini
dokter dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan nyawa si ibu dan
membiarkan embrio atau fetus mati atau menyelamatkan embrio atau fetus
bisa hidup dan membiarkan si ibu mati.

Pilihan yang diambil dokter biasanya adalah menyelamatkan nyawa si
ibu dan membiarkan embrio atau fetus mati. Namun tindakan dokter ini
tidak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang, khususnya UU. No 23
tahun 1992 dan diperbharui UU. No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan
KUHP 346-349 yang ada. Ada cara banyak para dokter untuk melakukan
aborsi yang aman.*

a. Dengan cara intervensi invansif seperti aspirasi vakum secara manual

(manua | Vaccum Aspiration, EVA), aspirasi vakum secara elektrik

* Atho Muzhar, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta: Universitas Yarsi,

2007), 46-47.
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(Elektrik Vaccum Aspiration, EVA), dilatasi dan kuratase (Dilatage
and curretation D &C), dilatasi dan evakuasi Dilation and Evakuation,
D&E), Menstrual Regulation (M&R)

b. Dengan obat baik yang tunggal maupun yang kombinasi yang
semuanya bertujuan agar embrio atau fetus dapat dibuang keluar. Obat
yang dipakai antara lain. Mifepristone atau gemeprost. Mifepristone
lebih banyak dipakai karena dapat disimpan tanpa kulkas. Cara ini
dipakai maksimal pada kehamilan 9 minggu.

Aspirasi Vakum ini adalah sebuah adalah sebuah prosedur
menggugurkan kandungan trimester pertama (biasanya tidak boleh
lebih dari 12 minggu) dimana embrio fetus disedot keluar melalui
kanul plastik atau metal yang ditahan secara manual dan elektrik.
Dilatasi dan Kuratase (D&C) prosedurnya dilakukan dengan
melakukan pelebaran leher Rahim dengan memasukkan dilalator
mekanik atau dengan memakai obat, kemudian dilakukan kuratase
metal yang tajam untuk mengerok dinding Rahim sehingga embrionya
keluar. Cara ini baru boleh dilakukan jika aspirasi vacuum atau metode
obat tidak tersedia.*

Dilatasi dan evakuasi (D&E) ini juga sebuah prosedur operasi
yang dilakukan pada trimester kedua dimana isi uterus dibuang keluar

dengan cara sedot dan memakai forsep. Menstural Regulation (M&R)

% pid., 47.
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cara ini dipakai jika seorang perempuan Yyang mengalami

keterlambatan dating bulan sampai dengan maksimal 14 hari

prosedurnya sama dengan aspirasi vakum atau D&C atau D&E.

Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih
banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban
pemerkosaan termasuk tenaga medis yang membantu aborsi. Hal ini
dikarenakan tidak terdapat secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap
korban pemerkosaan, selama ini banyak yang menafsirkan bahwa aborsi
terhadap korban pemerkosaan disamakan dengan indikasi medis sehiungga
dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat
mengancam nyawa sang ibu.

Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap
korban pemerkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak
membahayakan nyawa sang ibu, dan undang-undang kesehatan lama yaitu
undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tidak termuat secara jelas didalam
pasalnya.

Keberadaan praktek aborsi kembali mendapatkan perhatian dengan
disahkannya undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan
sebagai pengganti dari undang-undang Nomor 23 tahun 1992. Dengan
dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka legalisasi aborsi
maka legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah termuat dengan

jelas pada pasal 75 ayat 2 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tersebut.
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Meskipun undang-undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan
masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi
dalam praktik. Pasal 75 dan 76 undang-undang Nomor 36 tahun 2009
menegaskan bahwa pada dasarnya undang-undang ini melarang adanya
praktik aborsi.

Pasal 75

=

Setiap orang dilarang melakukan aborsi

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita
penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar
kandungan atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis
bagi korban perkosaan.

3. Tindakan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pra tindakan
dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh
konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan

perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan aturan pemerintah.
Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari pertama haid
terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.

d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh menteri.>*

*! Undang-Undang Kesehatan Dan Rumah Sakit, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), 28-29
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Persoalan aborsi penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan
erat erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, untuk kasus yang ada di
Indonesia. Seperti diketahui, salah satu penyebab tingginya angka kematian
ibu adalah karena praktik aborsi terutama ibu pada umur balia salah satu
akibat dari pergaulan ataupun belum siap untuk memiliki anak. Selain
persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan factor structural
lain yang lebih luas. Selain juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial, politik,
budaya dan agama secara spesifik fenomena aborsi terkait erat dengan isu
gender.

Ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam melakukan
aborsi atau menggugurkan kandungannya baik secara legal maupun illegal
yang sehingga tidak meneruskan kehamilan mereka sampai melahirkan.
Alasan-alasan antara lain sebagai berikut:*?

a. Alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada
masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan
membahayakan jiwa ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada
masa kehamilan dan berdasarkan perkiraan dokter, apabila diteruskan
akan memperburuk kesahatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu alasan
kesehatan janin, yaitu untuk menghindari kemungkinan bayi yang lahir
mempunyai kelainan cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini

sebenarnya belum dapat diterima sebagai dasar pertimbangan medis.

>2 Yuke Novia Lange, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia, (Lex Et Societatis |1, 2014), 56.
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b. Alasan sosial, yaitu tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan
kehamilan yang dikehendaki. Misalnya kehamilan yang tidak
dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah
sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau icest,
perselingkuhan. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak
dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara
medis maupun aborsi gelap dengan resiko tinggi.

c. Alasan ekonomi, yaitu peningkatan kesempatan kerja terutama bagi
kaum perempuan Yyang dianggap sebagai factor yang akan
mempengaruhi peningkatan aborsi. Perkembangan ekonomi yang
menuju ekonomi industry melalui ekonomi manufaktur akan secara
cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga
kerja, dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Alasan
ketidaksiapan ekonomi juga sering menjadi pertimbangan bagi
perempuan yang berkeluarga untuk tidak menghendaki kehamilannya
dengan melakukan aborsi, seperti kegagalan keluarga berencana (KB),
pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menganggung biaya

hidup.
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d. Alasan keadaan darurat, yaitu kehamilan akibat perkosaan, kehamilan
yang terjadi karena paksaan hubungan persetubuhan kelamin laki-laki
terhadap perempuan.

2. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif
Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak
pidana pengguguran kandungan. Secara umum aborsi terdapat dalam pasal

299, 346,347,348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas

menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk
aborsi dalam keadaan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan,
baik oleh pelaku aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Ahli
medis yang membantu melakukan aborsi akan mendapat hukuman yang
dilipat gandakan. Ketentuan ini ada pada KUHP pasal 299.

Pasal 299

1. Barang siapa dengan sengaja engobati seorang wanita atau menyuruh
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa
dengan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banya empat puluh ribu rupiah.

2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian tau kebiasaan, atau
jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah
sepertiga.

3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencairan, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun

% bid., 57
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Pasal 347
1. Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan
salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal ini ditambah dengan sepertiga dan
dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan
dilakukan.

Pada pasal 346 KUHP sanksi pidana penjara diberikan kepada wanita
atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik
dilakukan sendiri maupun menyuruh orang lain. Ada kalanya ibu hamil
ingin menggugurkan kandungan karena apabila belum menikah
(kecelakaan) karena malu kepada tetangga ataupun keluarga. Sedangkan
alasan lain sesudah menikah karena konflik dengan pasangan hidup, sudah
terlalu banyak anak, alasan ekonomi ada juga hamil karena kegagalan dari
keluarga berencana, karena jenis kelamin janin tidak sesuai dengan
keinginan (dengan kemajuan teknologi pada bidang kedokteran, jenis
kelamin janin sejak dapat diketahui sejak dalam kandungan). Sanksi pidana
terhadap wanita yang menggugurkan kandungan tercantum pada pasal 347

KUHP.
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Sanksi pidana pada pasal 347 KUHP ini lebih berat dari pasal 346, apabila
dikaji lebih lanjut pengguguran kandungan yang tercantum dalam pasal ini
kurang lengkap, seharusnya ditambah dalam rangka penyelamatan jiwa ibu
dan atau janin, tidak dikenakan sanksi pidana, agar selaras dengan
peraturan konsil kedokteran Indonesia angka 15 bahwa dokter akan
dikenakan pelanggaran disiplin apabila tidak melakukan tindakan gawat
darurat dalam rangka penyelamatan jiwa. Adagium Agroti Salus Lex
Suprema menjelaskan bahwa “keselamatan pasien adalah hukum yang
tertinggi”. Oleh karena itu seorang dokter tidak dapat dipidana apabila
melakukan tindakan medis dalam rangka penyelamatan jiwa.>* Sanksi bagi
pelaku pengguguran kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita
yang bersangkutan tercantum pada pasal 348 KUHP.

Pasal 348 dan 349 KUHP berisi tentang perbuatan orang atas
persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara, apabila dilakukan oleh
professional dalam bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan
ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak dalam menjalankan
pencairan, berarti dilakukan pencabutan surat izin praktik (SIP) sehingga
bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau
selama kurun waktu tertentu tergantung dari ketagori perbuatan melawan

hukum yang dilakukan.

> Tri Handayani, Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi, (Jakarta: Indeks, 2019), 39-41.
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Sebagai seorang professional, dokter terikat pada lafal sumpah dokter
(LSD) yang terkait dengan aborsi adalah angka 6 yang berbunyi bahwa
saya akan menghormati setiap hidup insanai mulai saat pembuahan. Selain
itu dokter dapat dikenakan pelanggaran disiplin kedokteran apabila
melakukan aborsu baik seijin ibu yang mengandung atau tidak ada izin dari
ibu yang mengandung, kecuali dalam keadaan kondisi gawat darurat.

Pelanggaran disiplin tersebut tercantum dalam peraturan konsil
kedokteran Indonesia (KKI) No 4 Tahun 2011 angka 11 yaitu melakukan
perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Aborsi dalam Perspektif Imam Madzhab

Aborsi ada dua macam vyaitu pertama aborsi spontan (abortus
spontanius), dalam istilah figh disebut Isgath al-Afwu yang berarti aborsi
yang dimaafkan. Kedua aborsi yang disengaja (Abortus Provocatus) baik
dilakukan dengan atas dasar indeks medis (artificialis therapicus) atau
dalam istilah fighnya disebut al-isqath al’ilajiy/al-isqath al-dhahury
maupun aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis atau dilakangan
ulama disebut al-isqath al-ikhtiyary.

Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif figh adalah hanya

oyang disengaja karna menimbulkan konsekuensi hukum, sementara

aborsi spontan dianggap kejadian diluar kemampuan manusia
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1. Pandangan Ulama Figh
Ulama figh telah sepakat bahwa aborsi dilakukan sesudah
ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusian 120 hari adalah haram,
kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara’. Batas
setelah peniupan ruh atau setelah 120 hari tersebut adalah Al Qur’an®™
yaitu:
@de@wfﬂwwwwww%
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Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu
kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang
benulang, lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging,

kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka

% Al-Naysaburi, Muslim Ibn Al-Hajjah, Shahih Muslim, (Kairo: Dar Ihya Al Kutub Al-
Arabiyyah,Tt, Jilid 4), 277-278
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maha sucilah allah, pencipta paling baik. (Surat Al-Mukminun ayat 12-
14).%

Akan tetapi aborsi yang dilakukan sebelum 120 hari, menurut
syekh Jadil Haq dalam fatwa tentang aborsi terdapat beberapa
pendapat ulama. Adapun menurut empat pendapat ulama madzhab
mengenai aborsi antara lain sebagai berikut.

a. Madzhab Hanafi

Aborsi umumnya diizinkan sebelum kandungan berusia 120
hari. Tetapi ada sebagian yang memandangnya tidak disukai
(makruh) tanpa alasan yang sah, karena begitu dikandung janin
memiliki potensi untuk hidup menurut Ibnu Abidin salah satu
pelopor madzhab ini bahwa izin untuk menggugurkan kandungan
tergantung pada keabsahan alasan yang sah untuk melakukan
aborsi sebelum bulan keempat kehamilan adalah dalam kasus
dengan adanya bayi yang sedang disusui. Kehamilan baru
menyebabkan berakhirnya masa menyusui bayi ini.>’

Aborsi diperbolehkan oleh madzhab ini jika ada indikasi yang

dibenarkan menurut syara’. Indikasi yang dikutip dalam madzhab
ini ialah bila mana perempuan hamil dalam keadaan menyusui

anaknya, dikhawatirkan air susunya terhenti, sementara sang ayah

232.

% Al Qur’an, 23:12-14
% lbnu Abidin, Mohammad Amin, Hashuyah Raad Al-Muhtar, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979),
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tidak memiliki sumber pendapatan untuk menyediakan susu
pengganti. Dalam kasus ini aborsi dibenarkan untuk memelihara
kehidupan anak yang masih membutuhkan ASI. Indikasi lain ialah
kesehatan yang buruk bagi sang ibu, apabila ada suatu resiko
melahirkan yang sulit sehingga membutuhkan pembedahab Caesar,
terutama apabila kondisi tersebut terjadi pada kehamilan
sebelumnya. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah
“menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan”.
Dalam hal ini nyawa sang ibu didahulukan atas nyawa si janin,
karena sang ibu adalah sumber asalnya.

Madzhab Maliki

Sebagian besar pengikut madzhab ini tidak memperbolehkan
aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Alasannya bila
air mani telah tersimpan dalam Rahim berarti sudah ada proses
kehidupan.

Pendapat tersebut sejalan dengan dewan fatwa figh pada
“Mujamma’ al-buhuts al-islamiyah”, sebyah lembaga penelitian di
universitas Al-Azhar, kairo, dalam keputusannya yang ditetapkan
pada 13 Januari 1994 menyebutkan:

“pengguguran kandungan memang mutlak dilarang, kecuali karena
alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Ibu adalah asal dan

ia telah eksis secara pasti. Karena itu ia memiliki hak dan
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kewajiban dalam hidupnya. Maka ia tidak boleh dikorbankan demi
janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari
anggota tubuhnya”.58
C. Madzhab Syafi’i

Pengikut madzhab syafi’i terpecah menjadi beberapa pendapat,
sebagian seperti ibn Al-Imad dan Al-Ghazali, melarang aborsi
karena termasuk dalam kejahatan makhluk hidup. Menurutnya
konsepsi bertemunya sperma dengan ovum merupakan tahap awal
kehidupan manusia. Jika menggugurkannya merupakan suatu
pelanggaran tindak pidana (Jinayat), makin lama perkembangan
kandungan maka semakin meningkat pula jinayatnya dan yang
paling besar jinayatnya adalah bila anak dibunuh setelah lahir
dalam keadaan hidup.

Lainnya seperti Muhammad Ibn Abi Said mengizinkan dalam
batas 80 hari karena janin masih dalam bentuk Nuthfah dan
Alagah. Sementara ibn Hajar menyatakan aborsi dibolehkan

sebelum sebelum kandungan berusia 42 hari. Lebih dari itu

dilarang.

% Ahkam Al-Syari’ah, Dalam Husein Muhammad, Makalah Seminar-Seminar Dan
Lokakarya Aborsi Dari Perspektif Figh Kontemporer, (Faytayat NU, 27-28 April 2001)
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d. Madzhab Hanbali
Aborsi sebelum kandungan berusia 40 hari diperbolehkan, setelah
usia tersebut dilarang.*®
e. Madzhab Zaidi
aborsi sebelum kehamilan berusia 120 hari diizinkan berdasarkan
analog (gias) kepada al azl atau senggama terputus.®
f. Madzhab Zhahiri
Aborsi diperkenankan sebelum kehamilan berusia 120 hari
tetapi tidak sama dengan pembunuhan. Dan aborsi yang dilakukan
setelah usia kandungan 120 hari, hukumannya sama halnya dengan
pembunuhan. Pelakunya wajim membayar diyat jika janin keluar
dalam keadaan hidup, dan wajib membayar gurrah jika janin keluar
dalam keadaan mati.
g. Madzhab Ibadhi
Aborsi tidak diizinkan disaat manapun, dan si ibu tidak boleh
melakukan apapun (seperti membawa benda berat) atau menelan
sesuatu (termasuk didalamnya meminum minuman tradisional)

yang memungkinkan merugikan janin.

> Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra, sururin, Aborsi Dalam Perspektif Kontemporer, (Jakarta:
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 163

% Arjatmo Tjokronigoro, Aborsi Dalam Perspektif Figh Kontemporer, (Jakarta: Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 162-164
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Dalam kitab Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah, Para ulama
sepakat bahwa aborsi ba’da nafkhir ruh adalah haram, merupakan
bentuk salah satu kejahatan. Kaum muslimin tidak diperbolehkan
melakukannya karena hal itu merupakan jinayah atas makhluk yang
sudah sempurna bentuknya. Para ulama mengatakan siapapun pelaku
aborsi wajib dikenai hukuman dengan membayar diyat kamilah jika
janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup lalu meninggal,
dan pelaku cukup didenda dengan membayar ghurrah yang jumlahnya
lebih sedikit dibandingkan dengan diyat kamilah jika janin gugur
dalam keadaan mati.”*

Sementara menurut MUNAS MUI tahun 1983 menyatakan
bahwa konsep kehidupan dalam konsep islam adalah salah satu proses
yang sudah mulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh karena itu,
pengguguran semenjak adanya pembuahan adalah haram hukumnya.®?

Ketentuan ini berlaku pada kehamilan yang diakibatkan
pernikahan yang sah maupun untuk kehamilan diluar nikah yang
dijadikan alasan antara lain hadits nabi yang bercerita tentang
perempuan Ghamidiyah yang hamil diluar nikah. la meminta nabi
untuk menghukumnya, tetapi beliau menolaknya sampai bayi yang

dikandungannya lahir bahkan sampai lepas menyusui.

61 Al-Maliki, Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah, (Jeddah: Sahar, 1401 H), 169.
%2 Ibid., 164-165
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C. Analisis Komparatif Aborsi Dalam Hukum Positif dan Imam Madzhab

Aborsi atau Abortus dapat terjadi secara spontan dan secara buatan.
Aborsi atau Abortus secara spontan merupakan mekanisme alamiah untuk
mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal,®® dalam hukum pidana di
Indonesia istilah aborsi dikenal sebagai tidak pidana penggugurann
kandungan. Secara umum pembahasan mengenai aborsi terdapat dalam pasal
299, 346,347,348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas
mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi
karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik larangan
terhadap pelaku maupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan ahli
medis akan mendapatkan hukuman yang dilipat gandakan jika membantu
melakukan aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal perbuatan
abortus provocatus criminalis yaitu aborsi yang memiliki sifat criminal dan
tidak mengenal perbuatan abortus provocatus terapheuticus yaitu aborsi yang
tidak ada sifat kriminalnya. Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang jelas
tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika ketentuan pasal itu
dilakukan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun yang dapat diterima.

Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan

95.

83 M. Jusuf Hanafiah, Amri, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 1999),
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alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman serta
dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil.

Resiko kematian tersebut dapat disebabkan oleh adanya resiko
penyakit yang berat dan membahayakan bagi jiwa wanita hamil tersebut.
Konsekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan, dan petugas lainnya
dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi
dengan tujuan menyelamatkan jiwa. oleh karena itu perlu diundangkan
peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi
masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi petugas medis untuk
melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan
baik.**

Dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia aborsi
dekategorikan sebagai tindak kriminal. Yang menerima hukuman adalah:

1. lbu yang melakukan aborsi.
2. Dokter, bidan, atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Dalam KUHP tersebut terdapat larangan aborsi dan ibu serta pelaku
aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini terasa memberatkan
terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Ketika diundangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

% lbid., 53
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kesehatan yang juga mengatur tindak pidan aborsi, pasal-pasal tentang aborsi
dalam KUHP masih berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan, perbuatan aborsi itu dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal
75 sampai dengan pasal 77, tetapi terdapat pengecualian (legalisasi) terhadap
tindak pidan aborsi tersebut. Sebelum adanya revisi terhadap Undang-undang
kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh
korban pemerkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan
aborsi tersebut.

Hal ini dikarenakan tidak terdapat pasal secara jelas mengatur
mengenai aborsi terhadap korban pemerkosaan. Selama ini masih banyak
pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan
disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan
psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Karena itu
pemerinta mengeluarkan kebijakan baru yaitu keluarnya peraturan pemerintah
(PP) No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang dinilai
melegalkan aborsi bersyarat bagi:

1. Perempuan Hamil dengan kedaruratan medis.

2. Perempuan hamil akibat perkosaan.®

% |hid., 86-87
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Dalam syariat islam janin memiliki hak untuk dimuliakan
sebagaimana manusia, meskipun janin belum menghiirup kehidupan yang
nyata. Oleh karena itu sangat tercela dan diharamkan pengguguran kandungan
ba’da nafkhir ruh. Pelaku aborsi wajib dikenai hukuman membayar diyat
yang dalam istilah lain disebut sebagai membayar ghurrah. Kesepakatan ini
bagian dari konsensus yang diambil oleh para fugaha. Dalam kaidah figih
disebutkan bahwa secara medis diketahui eksistensi bayi yang berada dalam
kandungan akan mengancam keselamatan hidup ibunya yang kaidah umum
dalam syariat memerintahkan untuk memilih resiko yang lebih ringan diantara
dua resiko yang sama.

Bila eksistensi janin bisa mengakibatkan kematian ibunya maka tidak
ada jalan lain kecuali menggugurkannya.®® Abidin seorang ulama Hanafiah
kenamaan mengatakan aborsi ba’da nafkhir ruh, tidak beda dengan
membunuh anak manusia, bila janin tersebut sudah memiliki rambut. Dan jika
janin gugur dalam keadaan mati, maka pelaku wajib membayar ghurrah dan
disunnahkan membayar Kkifarat pula, tapi jika janin kluar dalam keadaan hidup
lalu mati disunnahkan membayar diat kamilah dan kifarat.

Dalam soal kifarat (untuk janin dalam keadaan mati) umumnya ulama
hanafiyah sejalan dengan ulama Malikiyah, menangkap kifarat sebagai
sebagai hal yang tidak wajib tetapi baik untuk dikerjakan (istihsan/ mandub),

sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menganggap sebagai hal yang

% Syaltuth M, Al-Fatawa, (Cairo: Dar Al-Qalam), 290
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wajib karena aborsi ba’da nafkhir ruh dikategorikan sebagai pembunuhan
terhadap anak manusia. Tetapi sumua madzhab empat sepakat menghukum
pelaku dengan kifarat selain diyat kamilah jika janin keluar dari kandungan
ibunya dalam keadaan hidup lalu mati.

Al Hambali dalam kitab al Thalib mengatakan bahwa pelaku tindak
aborsi patut dijatuhi hukuman keras jika janin yang diaborsi sudah mencapai
usia 6 bulan keatas, beliau berpendapat. Barang siapa yang menyerang ibu
hamil sampai ia menggugurkan kandungan baik laiki-laki maupun perempuan
maka didiyatnya adalah 1/10 diyat ibunya. jika ibu hamil tadi diserang tadi
menggugurkan kandungan dalam keadaan hidup lalu mati maka diyatnya
adalah diyat kamilah dengan syarat bayi yang gugur tersebut telah berusia 6
bulan keatas. Dan apabila pelakunya ibunya sendiri, misal dengan meminum
obat-obatan sehingga keluar dalam keadaan sudah mati. Maka ia wajib
membayar Ghurrah. Jumlah Ghurrah disesuaikan dengan jumlah janin yang
gugur.®’

Menurut para fugaha Ghurrah yang wajib dibayar Karena membunuh
janin mempunyai harga terbatas yaitu separuh dari sepersepuluh diyat ibunya.
Jadi Ghurrah nilainya sama dengan lima ekor unta, karena praktik perbudakan
sudah tidak dijumpai lagi pada kehidupan zaman sekarang. Maka hukuman

bagi pelaku yang tadinya dikenakan membayar Ghurrah budak dapat diganti

%7 Al-Hambal, Syaikh Al-Mar’I DalilAl-Thalib, (Al-Maktab Al-Islamy, 1980), 195.
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seharga lima ekor unta.®® Ghurrah menurut arti asalnya adalah khiyar

(pilihan), hamba sahaya disebut Ghurrah karena merupakan harta pilihan.

Dalam praktiknya Ghurrah ini dinilai dengan lima ekor unta, atau sebanding

dengan itu, yaitu lima puluh dinar, atau lima ratus dirham, atau enam ratus

dirham. Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja
menurut ulama malikiyah diyat Ghurrahnya diperberat (Mughalldzah).®
Diyat Kamilah berlaku apabila manfaat jenis anggota badan dan
keindahannya hilang sama sekali. Hal ini terjadi dengan perusakan seluruh
anggota badan yang sejenis, atau dengan menghilangkan manfaatnya tanpa
merusak atau menghilangkan bentuk atau jenis anggota badannya itu.

Anggota badan yang berlaku diat yang sempurna ada empat kelompok, yaitu

sebagai berikut:

1. Anggota yang tanpa pasangan termasuk dalam kelompok ini adalah:
Hidung, Lidah, Zakar (kemaluan), Tulang belakang (ash-shulb), Lubang
kencing, Lubang dubur, Kulit, Rambut, dan Jenggot.

2. Anggota yang berpasangan (dua buah), Adapun yang termasuk dalam
kelompok ini adalah: Tangan, Kaki, Mata, Telinga, Bibir, Alis, Payudara,
Telur kemaluan laki-laki, Bibir kemaluan perempuan, Pinggul, dan Tulang

rahang.

% Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuaan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2010), 31-32.
% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 225.
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3. Anggota yang terdiri dari dua pasang yang termasuk dalam kelompok ini
adalah kelopak mata, bulu mata.

4. Anggota yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu: jari tangan, Jari
kaki, dan Gigi."”

Jadi antara hukum positif dengan hukum pidana islam letak
perberdaannya berada pada batasan kehamilan, yang menurut salah satu imam
madzhab memperbolehkan sebelum usia kandungan tidak lebih dari 120 hari.
sedangkan dalam hukum positf tidak ada batasan aborsi yang di perbolehkan
dari mulai pembuahan menurut hukum positif apabila dilakukan yang
namanya aborsi maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Dan
persamaannya Yaitu dari tindakan aborsi ini berdasarkan hukum positif dan
hukum pidana islam perbuatan ini adalah suatu perbuatan atau tindakan

melanggar hukum.

 Ipid., 197.
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BAB V
PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aborsi merupakan tindakan dilarang berdasarkan KUHP yang berlaku di
indonesia yang sudah tercantum dalam pasal 346, 347,348,349 sangat
melarang aborsi atau menggugurkan janin yang ada dalam kandungan. Karena
janin didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan wajib dihormati.
Apabila melanggar maka akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dan
masuk ketagori pasal yang mana. Akan tetapi berdasarkan undang-undang No
36 tahun 2009 tentang kesehatan janin dapat di gugurkan apabila ada alasan
medis yang resmi. Seperti dengan keadaan janin yang ada didalam kandungan
tersebut mengancam nyawa sang ibu. Jadi aborsi bisa dilakukan asalkan
dengan alasan medis.

2. Pengguguran kandungan pada prisipnya dilarang, tetapi dengan keadaan
tertentu bisa dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan secara medis.
Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama madzab yang memperbolehkan dan
melarang pengguguran sebelum usia kandungan 120 hari. Dari Madzhab
Maliki, Syafi’T dan Hanafi melarang pengguguran kandungan, dan sebaliknya
Hanbali memperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. dan setelah usia
kandungan lewat dari 120 hari pendapat madzhab melarang apabila melanggar
melakaukan aborsi tersebut maka mendapatkan hukuman Membayar Ghurrah

atau diyat kamilah tergantung keluarnya bayi setelah aborsi.
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3. Dalam perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana islam
pengguguran kandungan atau aborsi ini merupakan suatu tindak pidana atau
jinayah. Adapun dalam hukum positif aborsi dilarang semenjak ada
pembuahan dalam janin. Maka secara tidak langsung janin yang sudah masa
pembuahan itu jika ditarik dalam hukum positif mempunyai hak untuk hidup,
jadi aborsi dilarang dan dikenakan sanksi berupa hukuman yang telah diatur
dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Sedangkan dalam perspektif hukum
pidana islam aborsi masih ada perdebatan antara ulama satu dengan yang lain
apabila janin masih belum berumur 120 hari atau sebelum ditiupkannya roh.
Disitu masih ada yang memperbolehkan seperti Madzhab Hanafi akan tetapi
dengan alasan-alasan yang rasional. Dan apabila ada salah satu melanggar
berdasarkan hukum islam ada dua macam penghukuman. Jika bayi yang
digugurkan sudah dalam keadaan mati maka hukumannya membayar
Ghurrah. Sedangkan apabila bayi digugurkan itu hidup lalu mati maka
hukumannya membayar diyat kamilah.

B. Kritik dan Saran
Berdasarkan Kesimpulam yang telah dikemukakan dapat diberikan saran-
saran sebagai berikut:

1. Masyarakat yang membaca bisa lebih memahami terkait aborsi yang
berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam berdasarkan ijtihad
imam Madzhab, selain itu ada hukum Allah yang berlaku dimanapun, dan

untuk lembaga hukum di Indonesia bisa lebih mempertegas peraturan-
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peraturan atau Undang-undang Khususnya tindak pidana aborsi. Agar
masyarakat tidak menyalahgunakan tindakan aborsi yang belum sesuai
dengan prosedur

Membutuhkan sinergi atau kerjasama dengan lembaga yang bersangkutan
untuk merealisasikan hukum yang baik dan mudah untuk ditaati. Sehingga

dengan adanya aturan yang tegas kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

74



Buku:

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu, Mohammad Amin. 1979. Hashuyah Raad Al-Muhtar. Beirut:
Dar Al-Fikr.

Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta:
Granit.

Al-Hafidz, Ahsin W. 2007. Fikih kesehatan. Jakarta: Amzah.

Al-Hambal. 1980. Syaikh Al-Mar’I DalilAl-Thalib. Al-Maktab Al-Islamy.

Ali, Zainuddin. 2009. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika..

Al-Maliki. 1401. Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah. Jeddah: Sahar.

Anshor, Maria Ulfa, Wan Nedra, sururin. 2002. Aborsi Dalam Perspektif
Kontemporer Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Al-Naysaburi, Muslim Ibn Al-Hajjah. Shahih Muslim. Kairo: Dar lhya Al
Kutub Al-Arabiyyah, Tt, Jilid 4.

Al-Ramli, Syihabuddin. 1357 H. Nihayat Al-Mukhtaj, Syarh Alminhaj Fi

Al-Figh’ Ala Madzhab Al-Lmam Syafi’i, Jilid VII, Alhalabi.

Al-Syari’ah, Ahkam. Dalam Husein Muhammad. 2001. Makalah Seminar-
Seminar Dan Lokakarya Aborsi Dari Perspektif Figh
Kontemporer. Faytayat NU.

Amirudin, Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

75



Arief, Barda Nawawi. 2006. Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: Raja
Grafindo Prasada.

Arikunto, Suharsimi. 1991. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan
Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bahar, Saafroedin. 1997. Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM Dan
Jajaran Hankam / ABRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Charisdiono, Achadiat. 2007. Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran.
Jakarta: EGC.

Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada

Chazawi, Adami. 2015. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja
Grafindo Perseda.

Chazawi, Adami. 2017. Malpraktek Kedokteran. Malang: Banyumedia
Publishing.

Djamil, Abdul. 1984. Psikologi Dalam Hukum. Jakarta: Armico.

Ebrahim, Abul Fadl Ohsin. 1997. Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi
Kemandulan . Kuala Lumpur: Mizan.

Hanafiah, M. Jusuf, Amri. 1999. Etika Kedokteran Dan Hukum
Kesehatan. Jakarta: EGC.

Handayani, Tri, Aji Mulyana. 2019. Tindak Pidana Aborsi. Jakarta: Indeks.

76



Hartono, Sunarjati. 1988. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Johnny. 2005. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayu Media.

llyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya
Rangkeng Offset Yogyakarta.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. 2016. Efata Publishing.

Kusuma, Musa Perdana. 1981. Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lange, Yuke Novia. 2014. Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia. Lex
Et Societatis I1.

Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali
Pers.

Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara.

Moleong, Lexi J. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung,
Rosyda Karya.

Muhammad Bin ‘Arafah Al-Dasuqi. Hasiyyah Al-Dasuki Ala Al-Syarah Al-
Kabir, Juz Il. Bayrut: Dar Al-Fikr, T.T..

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafik.

Muzhar, Atho. 2017. Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi. Jakarta:

Universitas Yarsi.

77



Pedoman penulisan karya ilmiah. 2017. Jember: IAIN Jember Press.

Pieter, Heri Zan, Namora Lumongga. 2013. Pengantar Psikologi Untuk
Kepribadian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pujiono. 2012 Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat.
Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunah 7. Bandung: PT Al Ma’ruf.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV
Pustaka Setia.

Samidjo. Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung: CV
Armico.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan. Jakarta. Sinar Grafika..

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:
Universitas Indonesia Pers.

Suparman Marzuki, Politik H Ukum Hak Asasi Manusia ( Jakarta:
Erlangga, 2014), 45.

Syaltuth M. Al-Fatawa. Cairo: Dar Al-Qalam.

Tjokronigoro, Arjatmo. 2002. Aborsi Dalam Perspektif Figh Kontemporer.

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

78



Undang-Undang Dasar 1945. 2014. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
2014Undang-Undang Kesehatan Dan Rumah Sakit. 2013.
Bandung: Fokusindo Mandiri.

Widnyana, | Made. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati
Aneska.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. Fikih Perempuaan Kontemporer.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yasin, Muhammad Nu’aim. 2003. Fikih Kedokteran. Jakarta: Darus-
Salam.

Internet:

Http://Www.Google.Com/Amp/S/Amp.Tirto.ld/Sangat-Penting-

Mendapatkan-Layanan-Aborsi-Aman-Dhmt (Diakses Pada

Tanggal 17 April 2020).

Al Qur’an:

Jurnal:

Al Qur’an, 23:12-14
Al Qur’an, 17: 33

Al Qur’an, 4:93

Aulia Nur Trissafitri, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Aborsi  (Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg)”,

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018)

79


http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT
http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT

Jamaludin, “Abortus Provocatus Perspektif liukum Positif Dan Hukum
Pidana Islam Suatu Kajian Kriminologis Yuridis Dan Klinis
(Tela'ah Passl 338 Kuhp)”, (Skripsi, Universitas Islam Negri
Alauddin, Makassar, 2010)

Yosela Etikayani Nalamba, ‘“Analisis Komparatif Pengaturan Tindak
Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana

Islam”. (Skripsi, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2017)

80



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Moh Faqih
NIM : 520164030

Menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa dalam segala pernyataan tugas
akhir saya yang berjudul Studi Komparatif Tindak pidana Aborsi dalam Persepektif
Hukum Positif dan 4 Imam Madzhab merupakan gagasan dari hasil karya saya
sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk

apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan
dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya
yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan

dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

81



	1.cover .pdf (p.1)
	2. cover dalam.pdf (p.2)
	3.persetujuan.pdf (p.3)
	4.pengesahan.pdf (p.4)
	5.motto.pdf (p.5)
	6.persembahan.pdf (p.6)
	7.-8. kata pengantar.pdf (p.7-8)
	9-10. abstrak .pdf (p.9-10)
	11-12 daftar isi.pdf (p.11-12)
	BAB I 13-29.pdf (p.13-29)
	BAB II 30-56.pdf (p.30-56)
	BAB III 57-60.pdf (p.57-60)
	BAB IV 61-83.pdf (p.61-83)
	BAB V 84-86.pdf (p.84-86)
	DAFTAR PUSTAKA 87-92 .pdf (p.87-92)
	KEASLIAN TULISAN 92.pdf (p.93)

